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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 215 TAHUN 2009 TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa dengan Peraturan Gubemur Nomor 215 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Kinerja Daerah telah diatur pemberian Tunjangan Kinerja Daerah
kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

bahwa sesuai dengan perkembangan peru dilakukan penyempurnaan
terhadap beberapa materi pengaturan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf & dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan atas

Peraturan Gubemur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja
Daerah; _ -

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas deri Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolazn Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional; o

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

10.
1.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20,
21,
22.

23.

24.

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang -
Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawal Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawal Negeri Slpll

Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang - Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemenntahan Daerah KabupatenIKota

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah; ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang QOrganisasi Perangkat
Daerah; :

Peraturan Mehferi Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2(508 tentang Organisasi Perangkat
Daerah; _

Peraturan Gubemur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah

Khusus lbukota Jakarta, sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan
Gubemur Nomor 174 Tahun 2008,

Peraturan Gubemur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja

Daerah;



Menetapkan :

MEMUTUSKAN: -

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

8HEE§|I_\|IUR NOMOR 215 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 215 Tahun 2009
tentang Tunjangan Kinerja Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam - BAB | KETENTUAN UMUM Pasal 1, di antara angka 15
dan angka 16 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 15a, angka 15b,

angka 15c¢ dan angka. 15d, sehingga. keseluruhan BAB | KETENTUAN
UMUM Pasal 1 berbunyi sebagal berikut:

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengar :

1.

10.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. A

-Sekretaris Daerah adalah Sekretai‘is Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten ' Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan,

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala

BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah ﬁng selanjutnya disingkat SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. :

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD. -

SKPD/UKPD tertentu adalah BKPD/UKPD yang terdiri dari Inspektorat,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan ‘Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan
Kepegawaian Daerah, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Dinas Tata Ruang, Dinas
Komunikasl, Informatika dan Kehumasan, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana, Kabupaten Administrast Kepulauan Seribu, Satuan Polisi

Eamor)g Praja, Biro Umum, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar
egeri. S o



1.

12.

13.
14,

15.

15a.

15b.

15¢.

15d.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah adalah SKPD/UKPD vyang dibentuk
berdasarkan Peraturan Gubernur antara lain Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD), Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD), Unit Pelaksana
Teknis (UPT), Perparkiran, UPT Transjakarta dan Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas).

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipll Daerah yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang
ditugaskan Gubemur di luar SKPD/UKPD dan Pegawai Negeri Sipil
lainnya yang dlangkat dalam jabatan struktural Daerah.

Calon Pegawal Negeri Sipll yang selanjutnya disingkat CPNS adalah
Calon Pegawal Negeri Sipil Daerah.

Kepala SKPD/UKPD adalah Pejabat Struktural yang memimpin
SKPD/UKPD.

Anggaran Pendapatén dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan daerah yang diangkat

‘dan diberhentlkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah atau

pejabat Pemerintah Daerah yang dlangkat dan diberhentikan oleh -
Presiden.

Jabatan - Fungsuonal Tertentu adalah Suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang PNS
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat
mandini.

Jabatan Fungsional Umum adalah Suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keterampulan untuk
mencapai tujuan organisasi.

Penyetaraan Jabatan Struktural adalah Suatu jabatan yang disetarakan
dengan jabatan struktural sesuai dengan kedudukan, tugas dan
fungsinya pada suatu organisasi daerah.

Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah
Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dkaitkan dengan
penilaian kehadiran dan kinerja.

Nilai kinerja adalah Tingkat atau nila tampilan kerja menyeluruh yang
dicapai oleh setiap PNS dan CPNS.

Penilaian kinerja adalah Proses penilaian terhadap tingkat atau

tampilan -kerja PNS dan CPNS yang didasarkan pada Bidang Hasil
Utama dan Bldang Perilaku Utama.

Bidang Hasil Utama yang selanjutnya dlsmgkat BHU adalah
Penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran SKPD/UKPD dan/atau
setiap PNS dan CPNS yang akan dicapai selama periode penilaian.

Bidang Perilaku Utama yang selanjutnya disingkat BPU adalah Perilaku
positif yang dominan setiap PNS dan CPNS.

Evaluasi Jabatan adalah Suatu proses yang sistematis untuk menilai

setiap jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor
jabatan. .



22. Faktor Jabatan adalah Komponen dari suatu jabatan» yang dalam
konsep manajemen remunerasi disebut faktor-faktor jabatan yang harus
diberikan imbalan.

23. Bank adalah PT Bank DKL

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) beserta lampirannya diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 4 beserta Iampurannya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 4

(1) Besaran TKD PNS yang rhenduduki jabatan strukutral diberikan sesuai
dengan peringkat jabatan.

(’Z) Peringkat jabatan sebagéimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan faktor evaluasi jabatan.

(3) Peringkat dan besaran TKD Jabatan Struktural dan Penyetaraan
Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan
Lampiran Il Peraturan Gubemur ini. |

3. Ketentuan dalam Pasal 6 beserta lampirannya diubah, sehingga keseluruhan
' Pasal 6 beserta lampirannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional
Umum diberikan TKD sesual dengan peringkat golongan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran lll Peraturan Gubemur ini.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6a dan
Pasal 6b, sehingga Pasal 6a dan Pasal 6b berbunyi sebagai berikut :

Pasal6a

Dengan pemberian TKD sesuai dengan peringkat jabatan dan peringkat
golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, kepada PNS
yang bertugas pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD tidak
diberikan remunerasi intemal dari pendapatan operasional.

Pasai 6b

Terhadap PNS yang diperbantukan pada instansi pusat/vertikal atau pada
lembaga lain dan menduduki jabatan struktural diberikan TKD sebagaimana
tercantum daiam Lampiran Il b Peraturan Gubemur ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Terhadap PNS tertentu diberikan TKD sebesar Rp 2.900.000 (dua juta
sembilan ratus ribu rupiah).

(2) PNS tertentu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah sebagai
-berikut:

o a. PNS yang bertugas pada SKPDIUKPD ‘yang menerapkan PPK-
BLUD; dan

b. PNS yang menduduki jabatan fungsional guru dan widyaiswara.



(2a) SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
RSUD Pasar Rebo;

RSUD Koja;

RSUD Tarakan;

RSUD Budhi Asih:

RSUD Cengkareng;

RSKD Duren Sawit;

BLU Transjakarta Busway,

Unit Pengelola Perparkiran; dan

Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah serta Permukiman Pulogadung.

~TETOAN O

Ketentuan dalam Pasal 8 dlubah sehlngga keseluruhan Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) PNS yand menduduk! Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas
tambahan sebagal Kepala Sekolah diberikan besaran TKD berbeda.

(2) Perbedaan besaran TKD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut;.

a. Kepala Sekolah TK Negeri, SD Negeri dan SLB Negeri sebesar
'Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

b. Kepala Sekolah SMP Negeri dan SMA Negeri sebesar Rp 4.450.000,00
(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan

¢. Kepala Sekolah SMK Negeri, SMP dan SMA Negeri Ragunan dan SMA

Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin sebesar Rp 4.700.000,00
(empatjuta tujuh ratus ribu rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasalg

CPNS diberikan TKD sebesar Rp 1.800.000 (satu juta sembilan ratus ribu
rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah lampiran, ayat (2)

diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) PNS dan CPNS yang bertugas pada. SKPD/UKPD tertentu dan yang
menduduki jabatan fungsional tertentu diberikan tambahan TKD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il a.

(2 Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali jabatan fungsional kesehatan, guru dan widyaiswara.

(3) Dihapus.
(4) Dihapus.
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9. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

10.

(1)

@)

3)

4)

Pasal 11

PNS pada SKPD/UKPD tertentu yang sebelum ditetapkannya Peraturan
Gubemur ini mendapat tunjangan yang lebih besar dari TKD yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubemur ini, akan memperoleh TKD
yang besamya diperhitungkan dengan tunjangan yang diterima
sebelumnya yaltu Tunjangan Peningkatan Penghasilan dan Tunjangan
‘Kesra, -ditambah:

a. Tunjangan sebesar satu bulan gaji; atau

b. Tunjangan Kelangkaan di Dinas Komunikasi, Informatika dan
Kehumasan; atau

c. Tunjangan Khusus kepada PNS yang bertugas di lingkungan Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; atau

d. Tunjangan cuti PNS/CPNS yang bertugas di wilayah Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu.

Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberkan secara
tetap 'sampai dengan Pesaran TKD PNS SKPD/UKPD di Iluar

SKPD/UKPD tertentu sama dengan besaran TKD PNS pada
SKPD/UKPD tertentu,

Pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku terhadap PNS mutasi dari dan ke SKPD/UKPD tertentu maupun

di luar SKPD/UKPD tertentu kecuali ke wilayah Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu.

Terhadap. PNS yang mutasi dari dan ke SKPD/UKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berlaku besaran TKD berdasarkan peringkat

golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IlI Peraturan
Gubemur ini. -

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 13

PNS yang dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut:

& Hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TKD untuk jangka
waktu 3 (tiga) bulan;

b. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TKD untuk Jangka
waktu 6 (enam) bulan; dan

¢. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan

pembebasan jabatan, tidak dberikan TKD untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Penghentian pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung_ sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.



11. Ketentuan dalam BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 angka 14

dihapus, di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 angka, yakni angka 19a

dan setelah Pasal 23 ditambah 1 angka yakni angka 23a, sehingga

keseluruhan BAB Vill KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 berbunyi sebagai
berikut :

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlakd, maka :

1.

10.

11.

Keputusan Gubermnur Nomor 1136 Tahun 1994 tentang Penyesuaian Besarnya

Tunjangan Transpor bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubemur Nemor 7007/1998 tentang Penetapan Kembali Tata Cara
Pemberian dan Besamya Subsidi Peningkatan Mutu Beras Jatah Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubermnur Nomor 734/2000 tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan kepada Karyawan yang Bertugas di Bidang Telekomunikasi di
Lingkungan Pemerintah Propinst Daerah Khusus lbukota Jakarta;

Keputusan Gubernur Nomor 1576/2001 tentang Pemberian Tunjangan Khusus
bagi Pegawai Negerl Sipil yang bettugas pada Unit Pengelolaan Data
(komputer) Dinas Kep‘endudukan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubemur Nomor 452/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus
dan Biaya Operasional kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kepala Kelurahan di Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubemur Nomor 509/2002 tentang Pemberian Pangan Tambahan

kepada Pegawai Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubemur Nomor 1520/2002 tentang Perubahan atas Keputusan
Gubemur Nomor 710/2002 tentang Pemberian Tunjangan Kelangkaan,
Tunjangan Khusus dan Uang Lembur Pegawai di Lingkungan Kantor
Pengelola Teknologi Informasi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

, Kaputusan Gubemur Nomor 2577/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus

Kepada Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedis, Non Medis dan
Pegawai dalam Tugas Melaksanakan Pelayanan pada Balai Kesehatan

Karyawan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;

Keputusan Gubemur Nomor 2730/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus
kepada Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
ditugaskan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

‘Keputusan Gubernur Nomor 1090/2003 tentang Pengaturan Pemberian Biaya

Tunjangan Pembinaan Pengurusan Keuangan dan Uang Risiko bagi Pegawai

Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Biro Keuangan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubemur Nomor 1742/2003 tentang Pemberian Tunjangan
Pengawasan Teknis Bangunan dan Tunjangan Pengawasan Lapangan untuk
Petugas Lapangan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penataan
dan Pengawasan Bangungan Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;



[S—

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

19a.

20.

21.

22.

23,

23a.

Keputusan Gubemur Nomor 3824/2003 tentang Pemberian Pangan

Tambahan kepada Pegawai Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta;

Keputusan Gubemur Nomor 202/2004 tentang Pemberian Peningkatan Jatah

'Beras Tambahan kepada Pegawal Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dihapus

Keputusan Gubemur Nomor 477/2004 tentang Pemberian Tunjangan Khusus

kepada Pegawai Negeri Sipil yang Mempunyai Tugas Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubemur Nomor 38/2005 tentang Pemberian Tunjangan
Kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipll di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubemur Nomor 662/2005 tentang Pemberian Tunjangan Khusus

kepada Pegawai di Lingkungan Kantor Taman Margasatwa Ragunan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubemnur Nomor 1274/2005 tentang Pemberian Kompensasi bagi
Pegawal yang Bertugas pada hari Sabtu di Lingkungan Kantor Perbendaharaan
dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubemur Nomor 1326/2005 tentang Pemberian Tunjangan
Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Petugas

Protokol di Lingkungan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta;

Keputusan Gubemur Nomor 2386/2005 tentang Pemberian Tunjangan
Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Lingkungan Dinas
Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubemur Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan
Peningkatan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubemur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang

Penunjangan Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubemur Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan

Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kera Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu;

Peraturan Gubemur Nomor 113 Tahun 2009 tentang Pembenan Tunjangan

Khusus kepada Pegawali Negeri Sipil pada Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri,

Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 155
Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas di Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12.

Setelah Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25a, sehingga
Pasai 25a berbunyi sebagai berikut; -
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Pasal 25a

Pada saat Peraturah Gubemur ini mulai berlaku maka :

1. Keputusan Gubernur Nomor 1672/2006 tentang Besarnya Penghasilan

Karyawan di Lingkungan Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta;dan

2. Keputusan ‘Gubemur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor
1001/2007 tentang Pemberian Honorarium; Tunjangan Jabatan, Uang Makan
dan Transpor kepada Pengurus dan Staf Pegawal Negeri Sipil pada
Sekretariat DPP KORPRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta biaya
Operasional/Kegiatan bagl Unit. dan Kotamadya/Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

sepanjang mengatur mengenal pemberian penghasilan kepada PNS/CPNS dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku. .

PASAL I
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut
terhitung mulali tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Provinsi Daerah Khusus
bukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2010

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUK@TA JAKARTA,

)

F 0O

Diundangkan di Jakarta ‘
pada tanggal 18 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

C1BUKATA JAKARTA

AYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 46



Lampiran | ; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
bukota Jakarta

Nomor
Tanggal

41 TAHUN 2010

18 Februari 2010

PERINGKAT JABATAN STRUKTLRAL DAN YANG DIPERSAMAKAN
DENGAN JABATAN STRUKTURAL

SKPD/UKPD

NAMA JABATAN

PERINGKAT
JABATAN

. {Sekretarial Daerah

B¥o Kepala Daerah dan Kedasama Luar

Negeri

Seluetaris Daerah

17

Asgiston Sekda

15

Kepala Biro .

13

|Kepala Bagian

"

'|Kepala Sub Bagian

8

Brro Tata Pemerintahan

Kepala Bro

13

Kepala Bagian

1

Kepala Sub Baglan

8

Biro Hukum ‘

Kepala Biro -

13

Kepala Bagian

L

Kepala Sub Bagian

8

Biro Organisasi dan Tatalaksana

Kepala Biro .

13

. |Kepala Bagian

1"

Kepala Sub Baglan

8

Biro Umum

Kepala Biro

13

Kepala Bagian |

1

Kepausm'aaghn

B

Biro Perekonomian

Kepala Biro

13

Kepala Bagan

"

Kepala' Sub Bagian -

8

Biro Prasarana den Sarana Kota

Kepala Biro

12

Kepala Baglan

11

Kepala Sub Bagian

8

Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup .

Kepala Biro

12

Kepala Baglan

1

Kepala Sub Bagian

8

Bro Kesejahteraan Sosial

Kepala Biro

12

Kepala Bagian

"

Kepala Sub Bagian

8

Biro Pendidikan dan Mental Spittual -

Kepala Biro

12

Kepala Bagian |

11

Kepala Sub Bagian

8

Sekretariat DPRD

Sekretaris DPRD

13

Kepsla Bagian

10

Kepala Sub Baglan

8

Inspektorat

Inspektur

15

Sekretaris Inspektorat

k|




SKPD/UKPD

NAMA JABATAN

PERINGKAT
JABATAN

Inspektur Pembantu

1

Inspekéur Pambantu Kota

11

inspektur Pembantu. Kabupaten

10

|<epala Sub BaglarvSeksi pada Inspektorat

8

Kepala Sub Bagian/Seksi pada inspektorat Pembantu

Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Pembantu
Kabupaten ' ‘

Kepala Seksi pada Inspektorat Pembanty Kabupaten

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

IKepala Badan

15

Wakil Kepala Badan

13

Sekretaris Badan

"

Kepala Bidang

1

‘|Kepala UPT

1

Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota

11

{Kepaia ‘Kan'tor Perencanaan Pembangunan Kabupaten

10

Kepala Sub Baglan/ Sub Bidang pada Badan

Kepala Sub Bagian/Seksl pada UPT

Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Kantor
Perencanaan Kota

Kepala Sub Baglan pada Kantor Perencanaan
Kabupaten

Kepala Sub Bidang pada Kantor Perencanaan
Kabupaten ‘

Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Badan

15

Waldl ‘Kepala Badan

13

| Sekretaris Badan

1"

Kepala Bidang

ia

Kepala UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah

1

Kepala UPT Unit Pelaksana Mabilisasi dan
Pemeliharaan Aset Daerah

"

Kepala UPT Unit Pelayanan Kas

10

Kepaia UPT Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas
Daerah :

10

Kepala Sub BaglarySub Bidang pada Badan

. |[Kepala Sub Baglan pada UPT Pusal Penyimpanan
Barang Daersah

Kepala Sub Baglan pada UPT Unit Pelaksana
Mabilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah

Kepala Seksi Pusat Penyimpanan Barang Daerah

Kepala Seksi pada UPT Unit Pelaksana Mobilisasi dan
Pemeliharaan Aset Daerah

Sub Bagian/Seksl Unit Pelayanan

' Perbendaharaan dan Kas Daerah

|Kepala Sub Bagian TU pada UPT Unit Pelayanan
Perbendaharaan dan Kas '

Kepala Seksi pada UPT Unit Pelayanan Kas

Badan Kepegawaian Daerah

Kepala Badan

15

Sekretaris Badan

11

Kepala Bidang

11

Kepala UPT

10




"
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SKPD/UKPD

NAMA JABATAN

PERINGKAT
JABATAN

Kepala Kantor Kepegawalan Kota/Kabupaten

10

Kepala Sub Bagian/Sub Bldang pada Badan

- | Kepala Sub Bagian pada UPT

Kepala Sub Baglan/Sub Bidang pada Kantor
Kepegawaian Kota

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor
Kabuoatan

Kepegawaian K - _
Kepala Sub Bidang pada Kantor Kepegawalan
Kabupaten

Kepala Seksi pada UPT

Vi

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kepala Badan

13

{Sekretaris Badan

1

~ |Kepala Bidang

10

Kepala Kantor Kesbangpol

10

Kepala Sub Bagiar/Sub Bidang pada Badan

Kepala Sub Baglan Kantor Kesbangpot

| Kepala Sub Bidang pada Kantor Kesbangpol

Vi

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Badan

13

Sekretaris Badan

11

. |Kepala Bidang

10

Kepala Sub Baglan/Sub Bidang

Badan Penanaman Modal dan Promosi

Kepala Badan

13

Sekretz_irlsBadan

11

Kepala Bidang

10

Kepala UPT

1"

|Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan

Kepala Sub Baglan/Seksi pada UPT

Badan Pengeiola Lingkungan Hidup Daerah

Kepala Badan

| Kepala Bidang

Kepala KPLH Kota

Kepala UPT

Kepala KPLH Kabupaten

Kepala Sub Baglan/Sub Bidang pada Badan

Kepala Sub Bagian pada KPLH Kota

Kepala Sub Bidang pada KPLH Kota

Kepala Sub Baglan/Seks! pada UPT

Kepala Sub Baglan/Sub Bidang pada KPLH Kabupaten

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan dan Keluarga Berencana

Kepala Badan

[Sekretaris Badan

Kepala Bidang

Kepala Kantor Kota

IKepala UPT

Kepala Kantor Kabupaten

Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan

Kepala Sub Baglan pada Kanlor Kota




SKPD/UKPD

NAMA JABATAN

PERINGKAT
JABATAN

Kepala Sub Bidang pada Kantor Kota

7

Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT

7

Kepala Sub Baglan/Sub Bidang pada Kantor Kabupaten

7

PPL-KB Kecamatan

7

X

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kepala Badan

13

Sekretaris Badan

L

Kepala Bidang

10

- |Kapala Kantor Perpustakaan & Arsip Kota/Kabupaten

10

Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan

8

Kepala Sub Bagian pada KPA Kota

Kepala Sub Baglan pada KPA Kabupaten

Kepala Sub Bidang pada KPA Kota dan Kabupaten

X

Dinas Pelayanan Pajak

Kepala Dinas

14

Sekretaria Dinas

11

Kepala Bidang

"

Kepala Suku-Dinas

"

Kepala UPT

10

Kepala Sub Baglarn/Seksi pada Dinas

Kopala Sub Baglan pada UPT

Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas

Kepala Seksi pada UPT

X

Dinas Olah Raga dan Pemuda

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang

Kepala UPT selain UPT GOR Cenderawasih

Kepala Suku Dinas

_ Kepala UPT GOR Cendrawasih

Kepala Sub Bagian/Seksl pada Dinas

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas

Kepala Seks! pada Suku Dinas

|Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan

Kepala Sub Bagian pada UPT GOR Sumantri
Brolonegoro dan UPT GOR Bahtera Jaya

Kepala Sub Bagian/Seksl pada UPT selain Kepala Sub
Bagian pada UPT GOR Bahtera Jaya dan GOR
Sumanir Brojonegoro

Dinas Kesehatan

Kepala Dinas

14

Sekretanis Dinas

"

Kepaa Bidang

11

Kepala Suku Dinas Kota

1

Kapala UPT Labkesda

10

|Kepala UPT Pusat Palayanan Kesehatan Pegawai

10

Kepala UPT Urit Pelayanan AGD

10

Kepala Suku Dinas Kabupaten

10




SKPD/UKPD

NAMA JABATAN

PERINGKAT

JABATAN

(ﬁ

M

Kepala UPT RSU Kepulauan Serbu

9

Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Kesehatan

Kepala Sub BagianvSeksi pada Dinas

Kepala Sub Bagian/Seksl pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Puskesmas Kecamatan

Kepala Sub Bagian pada UPT Labkesda

Kepala Sub Bagian pada UPT Pelayanan AGD

Kepala Sub Baglan pada UPT Pusat Pelayanan

- |Kesehatan Pegawal

Kepala Seksl pada UPT Labkesda

[ Kepala Seksi pada UPT Pelayanan AGD

wl~w]| o lo|d[c|w||2|©

Kepala Seksl pada UPT Pusat Pelayanan Kesehatan
Pegawal

" |Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Sub Baglan/Seks! pada RSU Kepulauan Seribu

Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pusat Pangombangan
 Tenaga Kesehatan

Kepala Puskesmas Kelurahan

Kasubbag & Kasak#i pada Puskesmas Kecamatan

1

¢

Dinas Pendidlkan

Kepala Dinas.

Wakll Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang

Kepala Suku Dinas Kota

KepalaUPT

Kepala Suku Dinas Kabupaten

Kepala Sub Baglan/Seksl pada Dinas

Kepala Sub Bagian/Seks! pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Sub Baglar/Seks! pada UPT

Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan

~ IKepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten

|Kasubag TU SMAN Unggulan MH. Thamein

Kasubag TU SMPN/SMAN Ragunan

 |Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMKN

Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMAN

Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMPN

XVl

Dinas Sosial

Kepala Dinas

Sekrataris Dinas

Kepala Suku Dinas

Kepala Bidang

Kepala UPT Panti Tresna Werdha Budi Mulia 1

Kepala UPT Panti Tresna Wardha Budi Mulia 2




Kepala UPT Panti Soslal Bina Brahita Belalan Kasih

10

Kepala UPT Pant Sosial Bina Daksa Budi Bhakil

10

Kepala UPT Panti Sosial Bina Insan Bahgun Daya 1

10

Kepala UPT Panti Soslal Bina Insan Bangun Daya 2

10

Kepala UPT Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 3

10

Kepaia UPT Panll Sosial Bina Karya Wanita Harapan

10

Kepala UPT Panti Bina Laras Harapan Santosa 1

10

Kepala UPT Panti Bina Laras Harapan Santosa 2

10

Kepala UPT Panti Bina Laras Harapan Santosa 3

10

Kepala UPTPanti Sosial Cahaya Bathin

10

Kepala UPT Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1

Kepaia UPT Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2

Kepala UPT Panti Soslal Asuhan Anak Putra Utama 3

: |Kepala UPT Panti Soslal Asuhan Anak Putra Utama 4

Kepala UPT Panti Soslal Asuhan Anak Putra Utama 5

Kepala UPT Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama §

Kepala UPT Pantl Sosial Bina Karya Harapan Jaya

Kepala UPT Panti Soslal Bina Remaja Taruna Jaya
Tebet

Kepala UPT Panti Sosial Parmadi Putra Khusnul
Khotimah

Kepala UPT Panti Soslal Perlindungan Bhakll Kasih

Kepala Sub Bagiar/Seksi pada Dinas

_|Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas

Kepala Seksl pada Suku Dinas

Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan

Kepala Sub Baglan/Seksi pada UPT

xXvii

Dinas Kebersihan

Kepala Dinas -

Wakil Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang

Kepala UPT Pengelola Sampah Terpadu Regional

Kepala Suku Dinas

Kepala UPT Pengolahan Air Limbah Domestik

Kepala UPT Pengolahan Kebersihan Pesisir & Pantal




SKPD/UKPD

NAMA JABATAN

PERINGKAT
JABATAN

Kepala UPT Pengelola Sampah Terpadu Kota

10

"IKepala Sub Bagian/Seks! pada Dinas

Kepala Sub Bagian pada UPT Pengelola Sampah
Terpadu Regional

Kepala Sub Baglar/Seks! pada Suku Dinas

Kepala Seksl pada UPT

8
8
8
7

Kepala Sub Bagian pada UPT Pengolahan Arr Limbah
Domestik

7

Kepala Sub Bagian pada UPT Kebersihan Pesist &
Pantai

7

Kepala Sub Bagian pada UPT Sampah Terpadu Kota

7

Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan

7

XIX

Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Kepala Dinas

13

Sekretaris Dinas

1

Kepala Suku Dinas

11

Kepaia Bldang

10

{Kepala Sub Baglan/Seksi pada Dinas

8

- |Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas

Kepala Seks! Dinas pada Kecamatan

Kepala Seksl pada Suku Dinas

Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang

Kapala Suku Dinas Kota

Kepala Suku Dinas Kabupaten -

'IKepala Sub Baglan/Seks! pada Dinas

Kepala Sub Baglan pada Suku Dinas Kota

Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota

Kepala Sw Baglian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten

. |Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan

Dinas Tata Ruang

|Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Suku Dinas Kota

Kepala Bidang

Kepala Suku Dinas Kabupaten

Kepala Sub Baglan/Seksl pada Dinas

|Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota

Kepala Seksl pada Suku Dinas Kota

Kapala Sub Baglan/Seksl pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Seksl Dinas pada Kecamatan

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas -

Kepala Suku Dinas Kota

Kepala Bidang

Kepala UPT




SKPO/UKPD

NAMA JABATAN

PERINGKAT
JABATAN

Kepala Suku Dinas Kabupaten

10

Kepala Sub Baglan/Seksi pada Dinas

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota

Kepala Seksl pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub BaglarvSeksi pada UPT

-|Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten

~N i~Nj~Nj®Pi®

|Kepala Seksl Dinas pada Kecamatan

XXl

Dinas Pekerjaan Umum

Kepala Dinas

Wakll Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang

Kepala UPT

Kepala Suku Dinas Kota

Kepala Suku Dinas Kabupaten

- |Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas

{Kepala Sub Bagian/Seisi pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Sub Baglan pada UPT

. |Kepala Seksi pada UPT

Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten

|Kepaia Seksi Dinas pada Kecamatan

XXV

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang

Kepala UPT

Kepala Suku Dinas

Kepala Sub Baglan/Seksl pada Dinas

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas

Kepala Sub Baglan pada UPT Lembaga Pelatihan Kerja
Khusus Pengembangan Las

Kepala Sub Bagian pada UPT Lembaga Pelatihan Kerja
Pengembangan industri

[Kepala Sub. Bagian pada UPT Lembaga Higiene
Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kepala Seksl pada Suku Dinas

Kepala Sub Baglan pada UPT Lalhnya

Kepala Seksi pada UPT

Kepala Seksi Dipas pada Kecamatan:

Dinas Perhubungan

Kepaa Dinas

Waki Kepala Dinas

Kepala Bidang

Sekretaris Dinas

Kepala Suku Dinas Kota

Kepala UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala UPT Angkutan Perakan & Kepelabthan




SKPD/UKPD

NAMA JABATAN

PERINGKAT
JABATAN

Kepala UPT Terminal Angkutan Jalan

11

Kepala UPT Terminal Angkutan Sekolah

10

Kepala Suku Dinas Kabupaten

- 10

Kepala UPT Unit Pengelola Sistem Pengendalian
Lalulintas

9

Kepala Sub Baglan/Seksi pada Dinas

8

Kepala Sub Bagian pada UPT Balal Pengujian
Kendaraan Bermotor

Kepala Sub Baglan pada UPT Unit Angkutan Perairan &
Pelabuhan

Kepala Sub Bagian pada UPT Terminal Angkutan Jalan

Kepala Sub Bagian/Seks! pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Baglan pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Sub. Bagian pada UPT Unit Angkutan Sekolah

~ (i @

Kepala Sub Baglan pada UPT Pengelola Sistem
Lalulintas

Kepala Seksl pada UPT selain UPT Unit Pengelolaan
Sistem Pengendd.ian Lalin

Kepala Seks| pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Seksi pada UPT Pengelola Sistem
Pengendaliar. Lalulintas

XX

Dinas Parwisata dan Kebudayaan -

_ |Sekretaris Dinas

. |Kepala Bidang

- |Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota

|Kepala Sub Baglan/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Dinas

Woakil Kepala Dinas

Kepala Suku Dinas Kota

Kepala UPT

Kepala Suku Dinas Kabupaten

Kepala Sub Baglan/Sekst pada Dinas

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Bagian pada UPT

Kepala Seksl pada UPT Pusat Pengembangan dan
Pelayanan Informasi

Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan

Kepala Seks! Dinas Pariwisata Kecamatan Kpta

Administrasi :

&'Kntpala Seksi pada UP1 Taman Arkeologl Onrust, Pusat|
Pengembangan dan Pelayanan informasi serta Balai
Konservasi

Kepala Seksi pada UPT selan UPT Taman Arkeciogi .

Onrust, Pusat Pengembangan dan Pelayanan informasi
serta Balal Konservasl '

XXVl

Dinas Kelautan dan Pertanian

' Sekretaris Dinas

|Kepala Suku Dinas Kabupaten

Kepala Dinas

13

"

Kepala Bidang

10

[Kepala Suku Dinas Kota

11

Kepala UPT Taman Margasalwa Ragunan

1"

10
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SKPD/UKPD

NAMA JABAT AN

Kepala UPT selain UPT Taman Margasatwa Ragunan

. |Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas

Kepala Sub Bagian pada Suky Dinas Kota

Kepala Sub Bagian pada UPT -

[Kepala Seksl pada UPT selain UPT Taman

Margasatwa Ragunan, Sekolah Pertanian
Pembangunan & Pengelola Kawasan Pelabuhan
Perikanan & Pangkalan

Kepala Soksi pada UPT Taman Margasatwa Ragunan,
Sekolah Pertanian Pembangunan & Pengelola
Kawasan Pelabuhan Perikanan & Pangkalan

Kepala Seksl pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Baglan/Seksl pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan

XXVl

Dinas Perindustrian dan Energi

Kepala Dinas

13

Sekretaris Dinas

M

Kepala UPT Balal Karajinan

"

Kepala UPT selain UPT Balal Karajinan

10

‘ Kepala Suku Dinas

1"

Kepala Bidang

10

pala SubBagaNSaksl p‘ada_ Dinas

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas

Kepala Sub Baglan pada UPT Balal Kerajnan

Kepaa Sub Bagian pada UPT selain UPT Balai
Kerajinan

Kepala Seksi pada UPT

Kepala Seksl pada Suku Dinas

XXX

Dinas Komunikasi, informatika dan
Kehumasan

Kepala Dinas

13

Sekrataris Dinas

1

Kepala Suku Dinas Kota

11

Kepala Bidang

1

Kepala Suku Dinas Kabupaten

10

Kepala Sub Baglan/Seks! pada Dinas

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota

Kepala Seksi SIM pada Suku Dinas Kola

Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota, selain Kepala
Seksl SIM

|Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl

Kepala Dinas

13

1Sekretaris Dinas

"

Kepala Suku Dinas Kota

11

Kepala Bidang

10

Kepala UPT

10

Kepala Suku Dinas Kabupaten

10

Kepala Sub Baglan/Seksl pada Dinas




(
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SKPD/UKPD

NAMA JABATAN

PERINGKAT
JABATAN

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota

8

Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT

Kepaia Seksi Dinas pada Kecamatan

| Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Baglan/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten

o~~~

Dinas Koperasl, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dan Perdagangan

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala UPT Baia Matrologi

Kepala UPT Unit Pengelola Dana Bergulir
Pemberdayaan Ekonoml Masyarakat Kelurahan

Kepala Suku Dinas Kota

Kepala Bidang

'[Kepala UPT Pengelola Lokasl Binaan Usaha

[Micro/eci

| xepata UPT Pengelola Sarana UKM Waduk Melat

Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Suku Dinas Kabupaten

Kepala Sub Baglan/Seksi pada Dinas

Kepala Sub Bagian UPT Balai Metrorologl

[Kepala Sub Baglan pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Baglan pada UPT selain UPT Balai
Metrologi

Kepala Seksi pada UPT Balal Meirolog), Baal
Pendidikan dan Pelatihan, dan Unit Pengelola Dana

Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kelurahan

Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Baglan/Seks! pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Seksi pada UPT Pengelola Sarana UKM
Waduk Melati

Kepala Seksi pada UPT Pengelola Lokasi Binaan
Usaha Mikro/Kecil

XXX

Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Suku Dinas Kota

Kepala Bidang

Kepala UPT

Kepala Suku Dinas Kabupaten

Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas

Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Bagian/Seks! pada UPT

Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota

Kepala Sub Bagian/Seks! pada Suku Dinas Kabupaten

Kepala Sektior

XXX

Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satpol PP

Kepala Bagian

. |kepaia Bidang




12

SKPD/UKPD

NAMA JABAT AN

PERINGKAT
JABATAN

Képala Satpol PP Kota

11

Kepala Satpol PP Kabupaten .

Kepala Sub Baglar/Seksl pada Satpol PP Provinsi

Kepala Sub Bagian/Seksi pada Satpd PP Kota

Kepala Sub Bagian pada Satpol PP Kabupaten

Kepala Seksl pada Satpol PP Kabupaten

Kepala Satgas Satpol PP Kecamatan

XXXV

Kota Administras!

Waiikota

Wakil Walikota

Sekretaris Kota

Asisten Sekretaris Kota

[Kepala Bagian

Kepala Sub Bagian

Kabupaten Administrasi

Bupati

Wakil Bipati

Sekrotaris Kabupaten

Asisten Sekretaris Kabupaten

Kepala Bagian

Kecamatan

Camat pada Kota dan Kabupaten

Yy
o

Wakil Camat pada Kota“dan Kabupaten

Sekretarls Kecamatan pada Kota dan Kabupaten

Kepala Seksi pada Kecamatan Kota

Kepala Seksi pada Kecamatan Kabupaten

Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Kota

Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Kabupaten

XXXV

Kelurahan

Lurah pada Kota dan Kabupaten

Wakil Lurah pada Kota

~N|lojo|lao|lo]|wjwo |

Wakil Lurah pada Kabupaten

o

| Sekretaris Kelurahan pada Kota

| Sekretaris Kelurahan pada Kabupaten

Kepala Seksi pada Kelurahan Kota dan Kabupaten

GUBERNUR PRQVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKADTA JAKARTA,




Lémpiran Il: Peraturan Gubermnur Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta

Nomor 41 TAHUN 2010
Tanggal 18 Februari 2010

BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BERDASARKAN PERINGKAT JABATAN
BAG| PEJABAT STRUKTURAL DAN YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT STRUKTURAL

NO | - PERINGKAT JABATAN | BESARANJ M?gp'g,K'NERJA 'KETERANGAN
1 17 50,000,000
2 15 28,000,000
3 14 26,000,000
4 13 24,000,000
5 12 22,000,000
6 " 11,550,000
7 10 10,550,000
8 9 9,550,000
9 8 6,550,000
10 7 6,200,000
1 6 5,850,000
12 5 5,500,000

- GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKATAJAKARTA,




“Lampiran Il :

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Nomor 41 TAHON 2010
Tanggal 18 Februari 2010

BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH PNS

YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

: BESARAN TUNJANGAN
NO PNS KINERJA DAERAH (Rp) KETERANGAN
Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Mdda
! (IV/c) s.d. Pembina Utama (IV/e) | 4,700,000
Pangkat/Golongan Ruang Pembina (iV/a) s.d.
R 2 | pembina Tk | (IV/b) 4,450,000
3 Pangkat/Golongan Ruang Penata (lli/c) s.d. Penata ‘ 4,200,000
Tkd (I1/d)
Pangkat/Golongan Ruang Penata M.|da'(lllla) s.d.
* | Penata Muda Tki (llib) 3,850,000
Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (Ilfa) s.d.
> | Pengatur Tk! (lid) | 3,150,000
6 Pangkat/Golongan Ruang Juru Muda (I/a) s.d. Juru 2,900,000
Tk {I/d) .
' GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
| IBUKPTA JAKARTA,
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: BESARAN TAMBAHAN
NO PNS/CPNS : TUNJANGAN KINERJA KETERANGAN

, o "~ DAERAH (Rp)

4 | Wilayah Kabupaten Administras| Kepulauan

Serbu o | ~ 1,000,000
2 RSKD Duren Sawit 1,000,000
3 | Kantor Kecamatan dan Kelurahan | ) - 1,000,000
-
T Dinas Pemadam Kebakaran dan '
4 | Penanggulangan Bencana yang bertugas sebagaif
Petugas Lapangan Pemadam Kebakaran dan -
| Penanggulangan Bencana : ' .
a. Komandan Peleton \ 1,300,000
b. Komandan Regu | . S 1,150000

c. Anggota S S 1,000,000

Yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu ‘
5 | selain Jabatan Fungsionai Guru, Widyaiswara - 2,000,000
I dan Kesehatan '

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKPTA JAKARTA,
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Lampiran llib :
lbukota Jakarta

Nomor 41 TAHUN 2010
Tanggal 18 Februari 2010

Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus .

BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN
PADA INSTANSI PUSAT/VERTIKAL/LEMBAGA LAIN DAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

|Kabupaten)

TUNJANGAN KINERJA
NO INSTANSI | DABRAH (Ro)
1 |KPUD Provinsi - | Sekretaris KPUD 22,000,000
Kepala Bagian pada KPUD 9,550,000
Kepala Sub Baglan pada KPUD 5,850,000
Sekretaris KPU Kota 9,550,000
Kepala Sub Bagian Program dan
Data pada KPU Kota 6,200,000
Kepala Sub Bagian pada KPU Kota
selain Kepala Sub Bagian Program 5,850,000
dan Data .
Sekretaris KPU Kabupaten 9,550,000
|Kepala Sub Bagian Program dan
Data pada KPU Kabupaten 5:850,000)
Kepala Sub Baglan pada KPU
Kabupaten selain Kepala Sub Bagian 5,850,000
Program dan Data :
2 {Badan Narkotika Provinsi Kepala Pelaksana Harian BNP 22,000,000
Sekretaris BNP . 9,550,000
| Kepala Bagian dan Kepala Bldang 9,550,000
‘pada BNP
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub
Bidang pada BNP ' 5,850,000
Kepala Pelaksana Harian BNK (Kota
dan Kabupaten) 9,550,000
Sekretaris BNK (Kota dan
Kabupaten) 9,550,000
Kepala Sub Bagian TU BNK (Kota
dan Kabupaten) 5,850,000
Kapala Sub Bagian Kéuangan BNK
(Kota dan Kabupaten) 5,850,000
Kepala Seksi pada BNK (Kota dan 5 850,000




: TUNJANGAN KINERJA
INSTANSj DAERAH(Rp)
Sekretariat DPP Korpri Sekretaris DPP Korpri 22,000,000
igpal'a Bagian pada Sekretanat DPP 9,550,000|
rpri
Kepala Sub Bagian pada Sekretariat
DPP Korpri | 5,850,000J
Kabupaten) | U
Kepala Sub Bagian Sekretariat DPK
Korpri (Kota dan Kabupaten) selain
Kepala Sub Bagian Umum dan 5,850,000}
Kerjasama Sekretariat DPK Korpri
Kota '
Kepala Sub Bagian Umum dan - ’L
Kerjasama Sekretariat pada DPK 5,850,00(
- |Korpri-Kota . .
Sekretariat BKSP Jabodetabek jur Sekretaris BKSP Jabodetabekjur 22,000,000}
Kepala Bagian 9,650,000
ﬂ(épéla Sub Bagian 5,850,000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUJOTA JAKARTA,




